
BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa perlu dilakukan penataan kawasan
perdesaan dengan menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan
Perdesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun
2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Berbasis Masyarakat;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN,
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten
Kotabaru.

7. Kawasan Perdesaan adalah daerah pemukiman
penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi
tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi
terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di
tempat itu.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten
Kotabaru.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan
Desa dalam Kabupaten Kotabaru.

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan
Desa dalam Kabupaten Kotabaru.



- 4 –

12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa
dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan
perorangan di luar Pemerintahan Desa.

15. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan
bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga
dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

16. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama
yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya
keterkaitan sebagai mitra kerja.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala
Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan
(P4KP) bertujuan untuk memberikan ruang partisipatif
dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan
Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD),
penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan
kemitraan.

Pasal 3

(1) Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan
Perdesaan (P4KP) dilakukan melalui Pembangunan
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).

(2) Pelaksanaan P4KP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PKPBM meliputi:

a. penataan ruang;
b. penetapan dan pengembangan Pertumbuhan

Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan,

dan kemitraan.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
(PKPBM) dilakukan dengan memperhatikan:

a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan
perdesaan;

b. kewenangan Desa;
c. potensi Desa;
d. kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;
e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber

daya alam;
f. keserasian kepentingan antar kawasan dan

kepentingan umum; dan
g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan

perdesaan.

BAB IV
PENATAAN RUANG

Pasal 6

(1) Penataan ruang dilakukan secara partisipatif yang
meliputi :

a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh masyarakat secara bersama dan
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di:

a. area baru atau lokasi baru;
b. desa-desa yang sudah ada; dan
c. diluar desa.

Pasal 7

(1) Penataan ruang secara partisipatif pada area baru
atau lokasi baru dilaksanakan dalam bentuk pola
tata desa.

(2) Penataan ruang partisipatif pada desa-desa yang
sudah ada dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi
yaitu penguatan fungsi yang ada.


